BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
HGMGH}] TAHUN 2011
TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN

Menimbang: a.

Mengingat @ 1.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

bahwa dalam rangka mempermudah Tim Penilai Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah terhadap usulan Satuan
Kerija Perangkat Daerah atau Unit Kerja Kabupaten Temanggung
yang akan menerapkan PPK-BLUD harus dilakukan secara cermat,
transparan dan obyektif,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER/M2Z/PBRZ00T tentang Pedoman Penilaian Usulan
Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
periu menetapkan Peraturan Bupali tentang Pedoman Penilaian
Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

Undang-Undang Momor 13 Tahun 1850 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4355);

Undang-Undang Momor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang MNomeor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);



6. Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Momor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Afas
Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

7. Peraturan Pemerintah Momor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

B. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Momor 48, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4503);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 4578);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 MNomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Momor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

12.Peraturan Daerah MNomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelclaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor 7);

13.Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 58 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14.Peraturan Menteri Keuangan No. O07/PMK.02/2006 tentang
Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan
Penstapan Satker Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan PPK
BLUD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007;

15.Peraturan Menteri Keuangan No. O08/PMK.02/2006 tentang
Kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa pada BLU;

16.Peraturan  Menteri Keuangan No. 09/PMK.02/2006 tentang
Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU sebagaimana telah
diubah  dengan  Peraturan Menteri Keuangan  Momor
108/PMK. 0572007,

17.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang
Pedoman Penetapan Renumerasi Bagi Pejabal Pengelolaan, Dewan
Pengawas dan Pegawai BLU sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteru Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007:

18. Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.02/2008 tentang Tata
Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan RBA
serta Dokumen Pelaksanaan anggaran BLU;



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

20.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

G2/PB/2007 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan @ PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN

PENERAPAN FPOLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

10.

Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
Bupati adalah Bupati Temanggung.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produkfivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya
disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang
sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagal
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-
batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

Peningkatan status Badan Layanan Umum Daerah adalah meningkatnya status
satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja
yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
penuh.

Penurunan status Badan Layanan Umum Daerah adalah menurunnya status
saluan kerja atau unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah penuh menjadi satuan kerja atau unit kerja yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
bertahap.

Pencabutan status Badan Layanan Umum Daerah adalah kembalinya status
satuan kerja atau unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah penuh atau Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah bertahap menjadi satuan kerja atau unit kerja biasa.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD SKPD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Unit Keria pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat
BLUD-Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di

lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah



11, Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi,
misi, program strategis, pengukuran pencapaian kineria dan arah kebijakan
operasional Badan Layanan Umum Daerah,

12, Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan
minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat,

13. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan
kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang
bermutu dan berkesinambungan.

BAB Il
TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2
BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan
memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi
dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 3

(1) BLUD beroperasi sebagai unit kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian
layanan umum yang pengelolanya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan
oleh instansi induk yang bersangkutan.

(2) BLUD merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan pemerintah daerah dan
karenanya status hukum BLUD tidak terpisah dari pemerintah daerah sebagai
instansi induk,

(3) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan
pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD dari segi manfaat layanan
yang dihasilkan.

(4) Pejabat yang ditunjuk mengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya cleh Bupati.

(5) BLUD menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencanan
keuntungan.

(6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun
dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kera dan
anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.

(7) BLUD mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis
yang sehat.

BAB Il
PERSYARATAN DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 4

Penerapan PPK-BLUD pada SKPD atau Unit Kerja, harus memenuhi persyaratan
substantif, teknis, dan administratif.

._-\__.



Bagian Kedua
Penilaian

Pasal 5
Penilaian persyaratan administratif dilakukan oleh Tim Penilai yang keanggotaannya
ditetapkan Bupati.

Fasal 6

Pedoman penilaian penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
dan Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENETAFAN DAN PENCABUTAN PPK-BLUD

Bagian Kesatu
Penetapan
Pasal 7

Penetapan persetujuan penerapan PPK-BLUD dapat berupa pemberian status BLUD
penuh atau BLUD bertahap.

Pazal 8

Status BLUD penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, telah dipenuhi dan dinilai memuaskan

Fazal 9

(1) Dalam hal persyaratan subtantif dan teknis terpenuhi, namun persyaratan
administratif dinilai belum terpenuhl secara memuaskan, diberikan status BLUD
bertahap.

(2) Persyaratan administratf dinilai  belum memenuhi secara memuaskan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dokumen persyaratan administratif
belum sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Pasal 10

Status BLUD bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal B, dapat ditingkatkan
menjadi BLUD penuh atas usul pemimpin BLUD kepada Bupati sesuai dengan
mekanisme penatapan BLUD.

Bagian Kedua
Pencabutan

Pasal 11
Panerapan PPK-BLUD berakhir apabila :

a. dicabut cleh Bupati atas usulan Kepala SKPD melalui Sekretaris Daerah; atau

b. berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang
dipisahkan.

Pasal 12

Penerapan PPK-BLUD yang pernah dicabut, dapat diusulkan kemball sepanjang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.



BAB V

l KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Feraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung,

N F

— Ditetapkan di Temanggung
SEKDA E | pada tangg Mf 2o,/
_:“Eﬂﬁ':u - BUPATIT GUNG,

KABAG HUKUM i
A E L= L:.r...:l.—-

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
padatanggal (8 MARET 2oy

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR }j ...........



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Ternanggung
pada tang M 20 I'r_f
BUPATIT UNG,

HASYIM AFANDI

i Diundangkan di Temanggung
i pada tanggal /8 MARET 2o

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR ...



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung

pada tanggal] } M’Er.ﬁbﬂ”

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NG,

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2011 NOMOR 3.3



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR . 3§ TAHUN 204

TANGGAL - 30 Mggel 2on

PEDOMAN PENILALAN PENERAPAN PPK-BLUD

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nemeor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
memberikan landasan kepada instansi pemerintah unluk menerapkan manap@men
keuangan pemerintah yang efisien dan efektif. Pasal B8 dan 68 Ul tersebut secara
khusus memberikan peluang kepada instansi pemerintah, yang tugas pokok dan
fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menerapkan pola
pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan
efektivitas. Instansi yang demikian disebut Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum memberikan fieksibilitas untuk menerapkan prakiek-prakiek
bisnis yang sehat bagi instans: pemerintah, sebagal pengecualian dari ketentuan
umum pengelolaan keuangan negara PPK-BLUD merupakan contoh penerapan
pengeiolaan keuangan berbasis kinerja pada instansi pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah mengamanatkan khususnya dalam pasal 150 yaitu "Pedoman teknis mangenal
pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negen setelah
memperolah peritmbangan Menteri Keuangan®. Untuk itu, telah ditetapkan Perturan
Menteri Dalam Negeri Nomer 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Sehubungan dengan fleksibilitas yang diberikan dan tuntutan peningkatan
pelayanan publik, penetapan SKPD/Unit Kerja pada SKPD yang akan menerapkan
PPK-BLUD harus dilakukan dengan cermat. SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang
telah memenuhi persyaratan substantf, teknis dan administratif dapat mengusulkan
kepada kepala daerah untuk menerapkan PPK-BLUD. Penetapan oleh Kepala Daerah
tersebut dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Penilal. Tim penilai
tersebut mempunyal tugas untuk meneliti dan menilai usulan penerapan PPK-BLUD
Hasil penilaian disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Penilai dalam ranghka
memparmudah penilaian, perlu memperhatikan usulan, transparansi, dan cbyektivitas
hasil penilaian. Untuk itu diperukan suatu Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dapat digunakan sebagai
instrumen penilaian



B. Tujuan

Tujuan Pedoman Penilaian Usulan Penerapan PPK-BLUD ini adalah :

1. Tersedianya acuan bagi Tim Penilai dalam melakukan penilaian atas usulan SKPFD
atau Unit Kerja pada SKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD,

2, Tersusunnya instrument penilaian bagi tim penilal sesuai dengan karakteristik dan
potensi daerah;

3. Terjaganya obyektivitas, transparansi dan kualitas penilaian.

Il. TATA TERTIB TIM PENILAI

Tata tertib tim penilai adalah sebagai berkut

1

2

Tim penilai wajib hadir dalam rapat penilaian,

Dalam hal anggota tim penilai berhalangan, anggota tim penilai tersebut dapat
menunjuk pengganti yang memiliki kompetensi di bidangnya dan pendapat yang
disampaikan oleh pengganti dianggap mewakili anggota tim penilai yang bersangkutan.

Tim penilai yang tidak hadir dan tidak menunjuk pengganti dianggap menyetujui
keputusan yang diamibil dalam rapat penilaian.

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat, keputusan diambil berdasarkan
musyawarah/mufakat, Jika tidak dapat diputuskan dengan musyawarah/mufakat maka
dilakukan pemungutan suara yang disstujui paling sedikit setengah dari jumlah tim
penilai yang hadir ditambah 1 (satu) suara.

Tim penilai atau pengganti yang ditunjuk wajib menandatangani Berita Acara Hasil
Fenilaian.

Penilai atau pengganti yang ditunjuk wajib menjaga indepedensi, obyektifitas dan
kerahasiaan hasil penilaian,

L UNSUR-UNSLUR PENILAIAN

A Penilaian Persyaratan Sublantif dan Teknis

1. Persyaratan subtantif

Persyaratan subtantif terpenuhi apabila tugas dan fungsi SKPD atau Unit Kerja
menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/fjasa publik
{quasipublic goods)

Pelayanan umum berhubungan dengan |

a. penyediaan barang danfatau [asa layanan umum untuk meingkatkan kualitas
dan kuntitas pelayanan masyarakat, diutamakan pelayanan kesehatan;

b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian
masyarakal atau layanan umum, tidak berfaku bagi pelayanan umum yang
hanya merupakan kewenangan pemerintah daerah karena kewafibannya



G

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan umum yang hanya merupakan kewenangan pemerintah daerah
antara lain : layanan pungutan pajak daerah, layanan pembuatan Kartu Tanda
Penduduk (KTP), layanan pamberian izin mendirikan bangunan (IMB).

Pengelolaan wilayah/kawasan terdentu antara lain kawasan pengembangan
ekonomi terpadu.

pangelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau
pelayanan kepada masyarakat antara lain |

(1) dana bergulir untuk usaha mikro. kecil dan menengah (UMKM);

(2) dana perumahan.

. Parsyaratan teknis

Persyaratan teknis terpenuhi apabila -

Kinerja pelayanan dibidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan
pencapaiannya melalui BLUD atas rekomendasi sekretaris daerah untuk SKPD
atau kepala SKPD untuk Unit Kerja, antara lain :

(1) memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan sacara
efaktif, efisien dan produktif,

(2) memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum
kepada masyarakat

. Kinerja keuangan SKPD atau Unit Kerja yang sehat ditunjukkan untuk tingkat

kemampuan pendapatan dari layanan yang cenderung meningkat dan efisien
dalam membiayai pengeluaran,

. Persyaratan administratif

Persyaratan administratif terpenuhi, apabila SKPD atau Unit Kerja membuat dan
menyampaikan dokumen yang mefiputi :

a.

sural pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinera pelayanan,
keuangan dan manfaal bagi masyarakal;

. pola tata kelola;

rencana strategis bisnis;
standar pelayanan minimat;
laporan keuangan pokok atau prognosalproyeksi laporan keuangan; dan

laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara
independen.



il
A TATA CARA PENILAIAN

Penilaian dilakukan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan yang bensikan
nomar urul, dokumen administratif yang dinflal, nilai bobot dokumen, indikator, unsur
yang dinilai, nilai per unsur (dalam angka antara 0— 10), bobot unsur yang dinilai, hasil
penilaian per unsur, nikai akhir,

MNomor urut
MNomor urut adalah nomor urutan dokumen administrasi yang akan dinilai.

. Dokumen administratif yang dinilai

Dokumen administratf yang dinilai  adalah dokumen-dokumen persyaratan
administratf yang terdin dan permyataan kesanggupan, pola tata kelola, rencana
strategis bisnis, laporan keuangan pokok, standar pelayanan minimal (SPM) dan
penilaian audit terakhir atau permnyataan bersedia untuk diaudit.

. Nilai babot dokumen

MNilai bobot dokumen adalah pembobotan terhadap dokumen administratif yang
berdasarkan pada tingkat kepenfingan dokumen dengan menggunakan CARL yaitu
kemampuan untuk mencapainya (Capabilty), bisa diterima (Acceptabilty), dapat
diandalkan (Refiability), dan mengandung daya ungkit yang tinggl (Leverage).

Bobet masing-masing persyaratan administratif secara keseluruhan sebagai berikut:

No  Dokumen persyaratan administratif Bobot
1 | Pernyataan Kesanggupan Meningkatkan Kinerja ' 5 8
2 Pola Tata Kelola 2%
3 . Reﬁ:ana Strategis Bisnis 30 9%
4 Standar Pefayanan Minimum 20%
5  Laporan Keuangan Pokok atau prognosa; proyeksi laporan keuangan, 20 %
& Laporan audit terakhir atau penyataan bersedia diaudit, 5%

Total 100 %%

. Indikator

Indikator adalah suatu alat ukur untuk mengetahui adanya penyimpangan darl apa yang
telah ditetapkan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan,

. Unsur yang dinilai

Unsur yang dinilai adalah unsur-unsur yang harus tercantum dan merupakan bagian dari
dokumen yang dinllal. Selengkapnya tertera di dalam form penilaian.

. Nilai Per Unsur

Milai per unsur adalah angka yang diberikan pada setiap unsur dari wnsur yang dinilai, Nilai per
unsur menggunakan skala dengan rentang angka antara 0 sampai dengan 10,

. Bobot per unsur

Bobot per unsur adalah pembobotan terhadap unsur yang dinilai yang sudah ditentukan di
dalam pedoman ini berdasarkan CARL.

. Hasil Penilaian

Hasil Penilaian adalah pengalian antara nilai pada rentang angka penilaian dengan bobot unsur
masing-masing.

. Milai Total

Nikai total adalah hasll penllaian dikalikan dengan bobot dokumen administratif.



B. KRITERIA PENILAIAN

Hasil akhir penilaian dibandingkan dengan kriteria sesuai form kriteria yang terdirl dari status,
kriteria, hasil penilaian, kesimpulan dan status yang direkomendasikan.

Kriteria tersebut yaitu:

. | =
Na Nilai Kriteria Status
1. _ Hﬁ— 100 - Memuaskan ' BLUD peniuh
2. 60-79 | Belum terpenuhi secara memuaskan  BLUD bertahap
3.  Kurang dari 60 Tidak memuaskan Ditolak

Jika salah satu darl enam persyaratan administratif tidak terpenuhi, maka permohonan menjadi

PPK-BLUD ditolak dan dapat diajukan kembali jika seluruh persyaratan sudah terpenuhi.

Dalam hal penetapan status BLUD, terdapat batas-batas fleksibilitas sebagal berikut :

= Status BLUD bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertenty berkaitan dengan jumiah
dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelalaan plutang, serta perumusan
standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan,

* Status BLUD bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan infestasi, pengelolaan
plutang, dan pengadaan barang dan/atau jasa,
Batas-batas tertentu feksibilitas vang diberikan dan Meksibiitas yang tidak diberikan,
ditetapkan bersamaan dengan penetapan status BLUD.

V. BERITA ACARA HASIL PENILAIAN

Berdasarkan hasil akhir penilaian terhadap dokumen persyaratan administratif SKPO/Unit Kerja yang
mengajukan untuk menerapkan PPK-BLUD, Tim Penilai membuat Berita Acara Hasll Penilaian yang
ditandatangani oleh sefuruh anggota Tim Penilai yang hadir sebagaimana contoh terlampir. Berita
Acara Hasil Penilaian lersebut merupakan bahan pertimbangan/rekomendasi bagi Bupati dalam
memberikan keputusan penetapan ataupun surat penalakan -

Berita Acara Hasil Penilaianterdiri dari :

1. Berita acara Hasil Penilaian yang memuat hasil keputusan rapat Tim Penilal yang

berupa pemberian rekomendas! penerapan atau penolakan PPK-BLUD sebagaimana
Format A.1.

2. Analisis/komentar singkat atas masing-masing dokumen persyaratan administratif dan
kesimpulan akhir yang diambil oleh Tim Penilai sebagaimana Format A.2.

3. Nilai dari masing-masing dokumen persyaratan administratif sebagaimana Format
A.3.dan Format A.4,




F"-"I'—-_ . i - = grpee— - a — S
FORMAT A.1 ‘

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN
USULAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
dalam rangka

Penetapan <Nama SKPD atau Unit Kerja> untuk Menerapkan PPK-BLUD
Momar: T ——— =
Pada <hari, tanggal/bulan/tahun> telah diadakan rapat Tim Penilal Usulan Penerapan,
Peningkatan, Pencabutan Pola Pengetolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah untuk melakukan
penilaian terhadap dokumen persyaratan administratif;
Hama SKPD atau Uinit kerja/BLUD
Alamat
Surat Usulan
Hasll Pendlaian

Berdasarkan hasil penilaian, Tim Penilai memberikan rekomendasl bahwa <nama SKPD/Unit
kerja/BLUD >;
a. BLU penuh
b. BLU bertahap
c. Ditolak
d. Dicabut
Demikian Berita Acara Inl dibuat dengan sebenarmya dan ditandatangani oleh:

: o
Nama Anggota Jabatan K. | Tanda Tangan
1 _ Sekda | Ketua | {issrsnssisnnss)
2 Kepala Bappeda | ARGEORE | (i) |
4 | (dari tenaga ahli) | Anggota | PP Y |
B inceskbidiiies | assesadiaged _ Anggota b v | |
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PROSES KERJA TIM PENILAI
Proses kerja tirn pensal dilustrasikan dalam floswchart di bawah ind,







Format D.1 '
TIM PENILAI PPK = BLUD _

REKOMENDASI PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

i . i

Momar:

Berdasarkan hasil penilaian terhadap dokumen administratif (nama SKPD/Unit Kerja) yang mengajukan
permohonan untuk menjadi PPK — BLUD, bersama ini Tim Penilal PPK — BLUD Kabupaten Temanggung
merekomendasl bahwa SKPD/Unit Kerja ........ LAYAK menerapkan PPK - BLUD dengan status (BLUD
Penuh atau BLUD Bertahap) .........

Dengan catatan:

| “““““““““““““““ dfdd i bR R A T N T T T T T TR R I R LR R E R

Hdddaqaqannddandessddddddfdaddi i tririrrrn R R AR RN IR RN IR RN R R R R R L R R R R R R R

| Demikianlah rekomendasi inl dibuat sebagal dasar pertimbangan Bupati untuk menetapkan SKPO/Unit
Kerja menerapkan PPK - BLUD.

lllllllllll J VEEEEEEHGEGMEEEEE AR aan

(Ketua Tim Penilal)
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TIM PENILAI PPK - BLUD

REKOMENDASI PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

.
TN S o i s e s Pt e A

Berdasarkan hasil penilaian terhadap dokumen administratif (nama SXPD/Unit Kerja) yang mengajukan
permohonan untuk menerapkan PPK — BLUD |, maka bersama ini Tim Penilai PPK — BLUD Kabupaten

Temanggung merekomendasi bahwa (nama SKPDfUnit Keda ) ... TIDAK [/ BELUM LAYAK
menerapkan PPE BLUD.
Dengan Catatan

Demikianiah rekomendasi inl dibuat sebagai dasar pertimbangan Bupatl untuk menolak (nama
SKPD/Unit Kerja) manerapkan PPK - BLUD.

Ttd
(Ketua Tim Penilal)
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V1. PENETAPAN STATUS BLUD
1. Penetapan persetujuan /penolakan penerapan atau peningkatan, status PPK-BLUD
paling lambat 3 (tiga) bulan sejak usulan diterima Bupati secara lengkap.

2. Apabila dalam waktu 3 (tiga ) bulan Bupati tidak menetapkan keputusan, usulan
dianggap disetujui.

3. Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, paling lambat 1 (satu) bulan sejak
batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, Bupati menetapkan SKPD atau Unit Kerja
untuk penerapan atau peningkatan status PPK-BLUD.

VII. DEFINISI OPERASIONAL
Definisi Operasional dari unsur-unsur yang dinilal sebagaimana FORMAT B

VIIL. PROSES KERJA TIM PENILAI
Sebagaimana Format C

IX. REKOMEMNDASI PENERAPAN PPK-BLUD
Sebagaimana Format D.1 dan D.2

BUPATI NGGLUNG,

H AFANDI
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V1. PENETAPAN STATUS BLUD

1. Penetapan perset.sjuan /penolakan penerapan atau peningkatan, status PPK-BLUD
paling lambat 3 (tga) bulan sefak usulan diterima Bupati secara lengkap.

2. Apabila dalam waktu 3 (tiga ) bulan Bupati tidak menetapkan keputusan, usulan
dianggap disetujul.

3. Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, paling lambat 1 (satu) bulan sejak
batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaul, Bupati menetapkan SKPD atau Unit Kerja
untuk penerapan atau peningkatan status PPK-BLUD.

VIL. DEFINISI OPERASIONAL
Definisi Operasional dari unsur-unsur yang dinilal sebagaimana FORMAT B

VIII. PROSES KERJA TIM PENILAI
Sebagaimana Faormat C

IX. REKOMENDASI PENERAPAN PPK-BLUD
Sebagaimana Format D.1 dan D.2

BUPATI GGUNG,

HAS AFANDI
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VI. PENETAPAN STATUS BLUD
1. Penetapan persetujuan /penolakan penerapan atau peningkatan, status PPK-BLUD
paling lambat 3 (tiya) bulan sefak usulan diterima Bupati secara lengkap.

2. Apabila dalam waktu 3 (tiga ) bulan Bupati tidak menetapkan keputusan, usulan
dianggap disetujul.

3. Dalam hal batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, paling lambat 1 (satu) bulan sejak

batas waktu 3 (tiga) bulan terlampaul, Bupati menetapkan SKPD atau Unit Kerja
untuk penerapan a‘au peningkatan status PPK-BLUD.

VIL. DEFINISI OPERASIOMAL
Definisi Dperasional cari unsur-unsur yang dinilai sebagaimana FORMAT B

VIIL, PROSES KERJA TIM PENILAI
Sebagaimana Format C

IX. REKOMENDASI PENEFAPAN PPK-BLUD
Sebagaimana Format 0.1 dan D.2

BUPATI NGGUNG,

HASYIM AFANDI




